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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama lIslam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai
Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S2,
tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Oktober 2018,
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor
1759/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 16 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 588/16/V1/2002 Tanggal 5 Juni 2002;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan bersama di KOTA
SAMARINDA selama 5 Tahun kemudian pindah di kediaman bersama di
KOTA SAMARINDA selama 10 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat

dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama :

a. ANAK [, Lahir di Samarinda, Tanggal 22 Juni 2003
b. ANAK I, Lahir di Samarinda, Tanggal 13 Januari
2010, Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan
Tergugat;

4, Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2013 rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun , karena antara
Penggugat dengan Tergugat terus menerus menjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dikarenakan Tergugat Tidak Memberi Nafkah lahir, batin dan ada
tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan
menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik utnuk
berubah

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2018,
yang akibatnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama atas
permintaan tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang
sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,
Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan
perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan

masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi
dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Eka
Dewi Kartika,SH.M.H akan tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat sampai ajal
menjempult;

- Bahwa anak-anak masih sangat membutuhkan kasih saying kedua
orangtuanya;

- Bahwa Tergugat memeohon maaf apabila pernah berlaku kasar terhadap
Penggugat, Tergugat bukan maksud menyakiti melainkan hanya untuk
mendidik atau membimbing dalam kebaikan;

- Bahwa Tergugat berjanji tidak akan berbuat kasar lagi terhadap Penggugat
dan akan memperbaiki diri.

- Bahwa Tergugat siap untuk membimbing penggugat dengan sepenuh hati

sabar dan penuh kasih saying;
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- Bahwa Tergugat berjanji apabila dikemudian hari melakukan kekerasan
dalam rumah tanggadan tindakan yang Penggugat maka Tergugat siap untuk
diproses hokum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dalam repliek Penggugat, Penggugat tetap akan
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor
588/16/V1/2002, Tanggal 05 Juni 2002, yang isinya menerangkan telah terjadi
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi,
sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini,
dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan
sebagai berikut:

Saksi I, SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal

di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga
dengan Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama
TERGUGAT;,

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis saksi tahun 2013 yang lalu;

d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan tidak ada yang mau
mengalah;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dikarenakan Tergugat berlaku kasar terhadap
Penggugat dan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;
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f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juli tahun 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat dan
sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Il, SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga
dengan Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama
TERGUGAT;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis saksi tahun 2013 yang lalu;

d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan tidak ada yang mau
mengalah;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dikarenakan Tergugat berlaku kasar terhadap
Penggugat dan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juli tahun 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat dan
sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat
menerima dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya karena tidak hadir pada persidangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan menyampaikan kesimpulannya
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai
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dengan Tergugat, karena ....sudah jelas dan terbukti kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi,
Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali. Untuk bersatu
kembali bukan manfaat yang akan didapat tetapi lebih banyak mudharat yang
akan terjadi, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Agama samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan
gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara
maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak
berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah
dilakukan oleh Mediator Eka Dewi Kartika, SH.,MH, (Mediator Non Hakim
Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, dengan demikian
ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diiringi dengan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama
kurang lebih 5 bulan lebih, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada
hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai
dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu
atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat yang pada pokoknya tetap pada
jawaban pertamanya, kemudian Replik tersebut selengkapnya telah tercatat
dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di
persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta
sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan
mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yaitu tentang adanya
perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal, tidak
berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan
telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan dimuka sidang
merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, karena perkara ini adalah
perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam
kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok
hukum kebendaan (zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28
Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata
didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena
dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208
BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat,
Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama

saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa kutipan akta nikah, dimana alat bukti
surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285
R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi yang diajukan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan
oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari
Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah
sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada  penglihatan dan
pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti
tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima
sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, dan
alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir
adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah
menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum

Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat
serta keterangan saksi-saksi;
2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah

kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama
Islam yang menikah pada tanggal 31 Mei 2002, terbukti dengan bukti P.1,
dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat
merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam
perkara ini;
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3.
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan
dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai
dengan Tergugat;

4.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman

bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan lebih, selama
itu sudah tidak harmonis lagi seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya
perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat
tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian
karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan
harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-
isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan
saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Dan saksi-saksi juga mengetahui
secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwva sebelumnya
maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya
gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian
bukanlah “matri monial guilt* tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj al-

maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak mencari
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kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi
haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta
sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan
dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan
sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan
perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan
berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk
tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan
tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan,
maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling
cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaaan dan saling memberikan
bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut
merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah
rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya
hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan
lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut
terhitung bulan September 2018, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan
lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2018/PA.SMA.......cciviiiiiiiiiiiiieiieeee e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga
yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-
Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak
dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya
Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap
dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat
sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut
dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan)
yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan
kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah
sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing
pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang
demikian ini sesuai dengan kaidah fighiyah yang termuat dalam kitab Ashbah
Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

tlbosdl Ld> e pafio dwlaall s,
Artinya . “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : ---
sVl OlSg zo il el ol arzg il dinn uoladl sa) algcs caxi Is]g
Lagin TloYl e olall jaeg lglio pu b uianll plgy axe  GUauY

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya
dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai
pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :
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= Kitab Ath Thalag minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun,

halaman 40:
p.).& 4.1.7_94." SLMAJI U°.9)".9 0“7)”
alll 592> aols]
Artinya :@ “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian

adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan
ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara
suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk
menegakkan hukum Allah.
" Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaagq Juz |
halaman 83 :

ans @lg oazoill sl o ylouas gu> GMall pllas pMaw)l L5125
)A;WOJ’JD CIS)” djn.o)JI Mw’ z_\_j.aoy_g z_\_.'lm.l lea.S&ﬂ.A.a
msall Grudl ezl 2zl Gle @S Ol olixe LlraiwYl oY s,

allaall zg, oL ollbs I5ng

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab
Asy Syifa’ :

0V azg JS po s xus V 0l Lo Janw a8 001 N 039S Of ntais
srall o lngzg (miais adSIL as 0l (] Juosill wluwl pun>
9 2giz] LalSs gildall ass @Il VY Lo gildall yo 0llgio Jixlg
ouwslaall cuasiig (Ml si) gaidlyuial 51 Logins ozl

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika
tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka
ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua
justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi
kalut.

. Kitab Al Mar'ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As
Siba'i, halaman 100 :
oo M5 9 bLlac glidlg Ylavudl go priawsV arzgll sladl plo
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Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak
dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya
mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-
kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang
membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain
dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh
ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat
telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat” termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini, oleh majelis hakim dianggap dikesampingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap
Penggugat (PENGGUGAT );

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr.
Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Drs. H.
Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul
Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H. Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Mabhriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Proses Rp50.000,00
- Panggilan Rp255.000,00
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- Redaksi Rp5.000,00
- Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 03 Desember 2018
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.
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